
BUPATI PRINGSEWU
PROVÏNSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 29 TAHUN 2017

SALINAN

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pcnycleuggaiaan PelayaiT.au Terpadu Satu Pintu
disebutkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu wajib rn.enyu.suan standar pelayanan publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelayanan publik;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kcpala Dinaa PmanAinan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu dilakukan
pengaturan kembali Standar Pelayanan Perizinan dan
Non Pterizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimara
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 61, Tambsdian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Piingsewu di FTovinzi
Lompung (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

14. Peraturan Menteri Negaia Fendayagunaan Aparatur
Negara Honor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara National (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Provlnsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1906);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 bentang Pembentukan dan Susunon
Perangikat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kcdudukan. Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 43);

18. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan
dan Non Perizman Kepada Kepala Dinas Penanamon
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
FINTU KABUPATEN PRINGSEWU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1 . Daerah adnlah Kabupaten Pringsewu .



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

3. Bupati adalah Bupati Pringaewu.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya diaingkat DFMPTSP adalah
Dinas Pfenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pringsewu.

5, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pringsewu.

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis adalah OPD
yang tugas pokok dan fungsmya terkait dengan
penerbitan perizinan dan non pen^inan.

7, Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui
Keputusan Bupati terdiri dari unour unsur OPD terkait
yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis
administrasi dan pemeriksaan lapangan, pembahasan
teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan
mcngcnai seauatu perizinan dan non perizinan kepada
Bupati melalui kepala DPMPTSP.

8, Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuen penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau dan terukur

9. Perizinan adalah dokumen dan bukt! legalitas yang
perbuatan hukum oleh seseorang

atau sekelompok orang dalam ranah hukum
administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang
dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Non Perizinan. adalah segaJa bentuk fasilitas fiskal,
insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai
penanaman modal, aesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

11. Lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah
atau peraturan lainnya yang merupakan bukd
legalltas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
Beseorang atau badar hukum untuk rnelakukari ueaha
atau kegiatan tertentu.

12. Non izin adalah suatu jenia pelayanan publik yang
memberikan legalitas kepada seseorang atau badan
hukum diluar perizinan bisa berupa tanda daftar.



13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalati serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan. mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi peinerintahan,
bagaimana dan kapan hams dilakukan, dimana dan
oteh siapa dilakukan.

14, Rekomendasi Teknis, Kajian Teknis atau bentuk lain
yang sejenia adalah rekomendasi, kajian atau bentuk
lain yang dikeluarkan deb OPD teknis dan tim teknis
metalui Berita Acara Pemeriksaan.

15. Surat Ketetapon Retribuai Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang
menentukan besamya jumlah retribusiyang terhutang;

16 Retribusi adalah pungutan daerah aebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusua
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepcntingan orang pribadi atau Badan,

17. Maklumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang
beriai keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam Atandar Pelayanan.

18. Pcngaduan, saran dan masukan adalah kcluhan, aaran
dan masukan yang diaampaikan kepada pengelola
pelayanan periziiLan dan non perizinan atas pelayanan
yang tidak seauai dengan Standar Pelayanan.

BAB II
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Fasal 2

(1) Komponen standar pelayanan perizinan dan non
perizinan meliputi :
a, dasar hukum;
b. persyaratan;
c. aistem, mekanisme dan prosedur/Standar

Operational Prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. ma&a berlaku izin;
h, prasaiana dan sarana;
i. kompetensi pelaksana;
j. pengawasan internal;
k. penanganan pengaduan, saran dan masukan;



1. jumlah pelaksana;
m. jaminan pelayanan;
n. jamman keamanan dan keselamatan pelayanan;

dan
o. evaluasi kineija peiaksana.

(2) Kompanen atandar pelayanan sebsgaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk setiap bidang dan jenis
perizinan dan non perizinan.

(3) Komponen sterndar pelayanan setiap bidang dan jenis
perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian üdak terpisahkan dari Feraturan
ini,

BAB UI
BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN

Pasal 3

(1) Bidang pclayanan perizinan dan non perizinan
meliputi :

d. bidang penanaman modal;
b. bidang pcrdagangan;
c. bidang koperasi dan UMKM;

d. bidang perindustrian;
e. bidang pekerjaan umum dan perumahan;
f. bidang pertanahan dan penataan ruang;

g. bidang budaya dan pariwisata;
h. bidang pertanian dan petemakan;
i. bidang perikanan;
j. bidang kesehatan;

k. bidang pcndidikan;
L bidang perhubungani dan
m. bidang tenaga keija.

(2) Jenis perizinan dan non perizinan bidang penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} humf a
meliputl :
a. izin prinsip penanaman modal;

b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
c. izin prinsip perubahan penanaman modal; dan
d, izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman

modal.



(3) Jenis perizinan den non perizinan bidang perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meEputi :

a. Surat Izin Usatin Perdagangan (SIUP);

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
d. lain Usaha Pengeiolaan Pasar Tradisional

(IUPPT)/Pasar Rakyat;
e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
f Izin Usaha Toko Modem (IUTM)/Swalayan.

(4) Jenis perizinan dan non perizinan bidang koperasi dan
UMKM sehagaimena dimaksud pad» ayet (1) huruf c
rn.elipu.ti :
a. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

b Izin pembuatan kantor cabang, cabang pembantu,
dan kantor kas koperasi simpan pinjam;

c. Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi;

d. Izin Pembuatan Kantor Cabang, Cabang Pembantu
dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam dan
Fcmbiayaan Syariah oleh Koperasi.

(5) Jenis perizinan dan non perizinan bidang perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif d mebputi :
a. Izin Usaha Industri (IUI);
b. Tanda Daftar Jndustri (TDI); dan
c. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUJb

(6) Jenis perizinan dan non perizinan bidang pekeijaan
umum dan perumahan sebogaimana dimaksud pada
ayat (1 J bumf e meliputi :
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

(7) Jenis perizinan dan non perizinan bidang pertanahan
dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f meliputi :
a. Izin Lokasi;
b. Izin Peletakan Titik Reklame

(8} Jenis perizinan dan non perizinan bidang budaya dan
pariwisata sehagpirnana dimaksud pada ayat (1) huruf
g merupakan tanda daftar usaha pariwisata yang
meliputi :
a. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata yang

mencakup :



1. pengelolaan museum;
2. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan

adat;
3. pengelolaan objek ziarah;
4. wiaata agro.

b. Pendaftarar Usaha Kawasan Pariwisata;

c. Fendaftarar U aaha Jasa Transportasi Wisata yang
mencakup *

1. angkutan jalan wisata;

2. angkutan wisata di sungai dan 4anau

d. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang
mencakup :
1 biro perjalanan wisata;

2. agen perjalanan wisata.

e. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
yang mencakup .

1 . restoran;

2 . rumah makan;
3. kafe;
4. jasa boga;
5. pusat penjualan makanan.

L Pendaftaran Usaha Pcnycdiaan Akomodasi yang
mencakup :
1 . hotel;
2. akondominium hotel;
3. apartemen aervis;
4. bumi perkemahan;
5. persinggahan karavan;
6. vila;
7. pondok wisata;
8. jasa manajemen hotel;
9, hunian wisata senior/lanjut usia;
1 0, rumah wisata

g. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rckrcasi yang mencakup ;



1. gelanggang rekreasi olahraga (lapangan golf,
rumali bilyar, gelanggang renang, lapangan
tenis, gelanggang bowling, gelanggang olahraga
lainnya);

2. gelanggang seni (sanggar seni, galen seni.
gedurig pertunjukan seni);

3. arena permainan;
4. rumah pijat;
5. taman rekreasi /taman bertema;
6. karaoke;
7. jasa impresariat/promotor.

h. Pendaftaran Usaha Penyediaan Pertemuan,
Beijalanan Insentif, Konferenst, dan Pameran;

L Fendaftaran Usaha Jasa Informasi Panwisata;

j. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
k. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

1. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta yang mencakup :
U wisata arum jeram;
2. wisata memancing;
3. wisata olahraga tirta;

m. Pendaftaran Usaha Spa.

(9) Jenis penzinan dan non periziiian bidang pertanian
dan petemakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
humf h meliputi t

a. Izin Usaha Tönaman Pongan Proses Produksi
(IUTP-P) dan Tanda Daftar Usaha Tamman Pargan
Preses Produksi (TDU-P);

b. Izin Usaha Tanaman Pargan Penanganan Pasca
Produksi (1UTP-PP) dan Tanda Daftar Usaha
Tanaman Penanganan Pasca Produksi (TDU-PP);

c. Lzm Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi dan
Penanganan Pasca Produkari/Izm Usaha Budidaya
Tanaman Pangan (IUTP) dan Tanda Daftar Usaha
Budidaya Tanaman Pangan (TDU|;

d. Izin Usaha Budidaya Hortikultura dan Tanda Daftar
Usaha Budidaya Hortikultuia;

e. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya [IUP-B)
dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk
Budidaya (STD-B);

f Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan [1UP-P)
dan Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk
Pengolahan (STD-P);



g- Izin Usaha Perkebunan yang tenntcgrasi antara
budidaya dengan induatn pengolahan basil
perkebunan/ lain Usaha Perkebunan (IUF);

h. Izin Usaha Ptetemakan dan Tanda Pendaftaran
Pfeternakan Rakyat; dan

i. Mn Usaha Perluasan Petemakan.

(10) Jenis perizinan dan. non perizinan bidang perikanan
sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) haruf i meliputi :
a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan;
b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembesaran;
c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan dan

Pembesaran; dan
d. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan

(TPUP1).

(1 1} Jenis perizinan dan non perizinan bidang kp^batan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
a. Izm Mendirikan Rumah Sakit Kelas D dan Rumah

Sakit Kelas C;
b. Izin Operasionsl Rumah Sakit Kelas D dan Rumah

Sakit Kelas C;
c. Izm Mendirikan Klinik Pratama dan Klinik Utama;
d. Izin Operasional Klinik Pratama dan Klinik Utama;
e. Surat Izin Apotik (SIA);
f Surat Izin Penyelenggaraan Optik;
g. Izin Lahoraturium Kesehatan;
h. Izin Penyelenggaraan Unit Tranafuai Darah;
i Izin Pelayananen Radiologi Diagnostik;
j. [zin Pclayanan Dialisis;
k. izin Toko Obat;
1. Izin Salon Kecantikan,
m. Surat Izin Piaktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter

Spesialis;
n. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Surat Izin

Praktck Bidan (SÏPB);
u. Surat Izin Praktek Perawat (SIPF);
p. Surat izin Praktek Apoteker (SIPA);
q. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

(SIPTTK);
r, Surat Izin Piaktek Ahli Teknik Laboratorium Medik

(SIP-ALTM);
a. Sural Izin Kerja Radicgrafer (SIKR);



t Surat lain Keija Refraksionis Optisien (SIKRO);
u. Surat lain Keija Tenaga Sanitarian (8IKTSI;

v. Surat Iain Praktek Fisioterapis;
w. Surat lain Praktik Penata Anestesi;
k. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;

y. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);
z, Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT);
aa. Izin Praktek Terapis Wicara,

bb. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;

cc. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (S1KTG);
dd.Surat Izin Praktik Elektromedis (S1P-E);
ee. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
Ef. Surat Irin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

(SIPTKT);
gg. Izin Usaha Mikro 0bat Tradisional (UMOT); dan
hh Surat Izin Tukang Gigi.

(12) Jenis pcrizinan dan non perizinan bidnng pendidikan
sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf k meliputi :
a. Izin Pendirian Pendidikan Dasar oleh Masyarakat;
b, Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Ueia Dini

(PAUD):
c. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang

meliputi ;

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
2. Kelompok Belajar;
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Majelis TakHm;
5. Pendidikan Non Formal Sejenis (rumah pintar,

balai belajar bersama, lembaga bimbingan
belajar).

(13) Jenis perizinan dan non perizinan bidang perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi :
a. Izin penyelenggaj-aan angkutan orang dalam trayek;
b. Izin trayek angkutan orang;
c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam

trayek;
d. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus

dan/atau alat berat; dan
e. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasditas

parkir.



[14) Jenis perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja
scbagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf m meliputi:
a. Izm Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Keija

Swaata (LPTKS),
b. Izin Usaha Lernbaga Pelatlhan Keija;
c. Pendaftaran Lembaga Pelatihsn Kerja; dan
d. Perpanjangan Izin Memperkeijakan Tenaga Keija

Asdng

BAB IV
BIAYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Paaal 3 ayat (6) huruf a dan ayat (7)
huruf a, dipungut biaya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2J Pelayanan perizinan dan non perizinan oelain
disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak
dipungut biaya.

(3J Biaya pelayaran perizinan dan non peririnan
ditetapkan cleh Kepala DPMPTSP melalui SKRD sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KOORDINASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON

perizinan

Pasal 5

( 1 ] Penerbitan perizinan dan non perizinan yang
memerlukan rekomendasi teknis, maka dilakukan
knnrdïnfl&i dengan OPD teknis.

(2) Penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak biaa di proses scbclum
diterbttkan rekomendasi teknis

(3j Persyaratan, mekanisme dan jangka waktu penerbitan
rekomendasi tcknia, diatur oleh OPD teknis scsued
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 6

(1) Penerbitan perizinan dan non perizinan yang
memerlukan pemeriksean Itipajigan dan kajian secara
teknis, maka dibentuk Tim Teknis melalui Keputusan
Bupati,



(2) 'rim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan maauig-masing wakll dan OP'D teknis
yang memilild kemampuan dibidangnya masing-
masing.

(3) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (2) memilikl
kewenangan untuk mengambil keputuean dalara
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya pennohonan perizitian dan non perizinan.

(4) Rekomendasi sebagaimans dimaksud pada ayat (3),
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(5) Jangka waktu pemberian rekamendasi olch Tim Teknis
maksimal selama 7 (tujuh) hari ketja setelah berkas
permohonan perizinan dan non perizinan diterima oleh
Tim Teknis.

BAB VI
DUKUNGAN PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA

SERTA SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 7

Dalam rangka untuk melaksanakan Standfir Pelayanan
Perizinan dan Non Pterizinan secara maksimal, maka
diperlukan :
a. dukungan pcndanaan;
b. dukungan satana dan prasarana; dan
c. dukungan sumberdaya manusia.

Rasal 8

(1) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud daistn
Pasal 7 huruf a dialokasikan untuk penyelenggaragn
pelayanan perizinati dan non perizman.

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bemsal dari Anggaran Pendapatan dan Belenja
Daerah Kabupaten Pringscwu atau sumber tain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

(1) Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
a. ruangan;
b. sarana kerja;
c media informasi; dan
d, faskitas pendukung



(2) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meHputi :
a. ruang tunggu dalam yang representatif;
b. ruang tunggu luar yang repneseniat^-
c. Front Office [F0)t terdiri dari :

1. loket penerirnaan berkas;
2. loket pemberian informasi;
3. loket penyerahan surat izin; dan
4. loket pengaduan, saran dan masukan.

d, back office (ruang proses);
e ruang kepala badan;

f. ruang sekretanat;
g. ruang pcnanaman modal;
h. help desk;
i. presentation mom;
j. cafe investasi;
k. gudang/ruang arsip;
1. musholla;
m. tempat parkir;
n* toilet;

(3| Sarana keija sebagaimana dunaksud pada ayat (1)
huruf b meHputi :

a. komputer;
b. laptop;
c- printer,
± scanner;
e. telepon;
f. faxinule;
g pcnse! pelayanan;
h. Global Positioning System (GPS);
i. Wi FÏ/ Jaringan Internet;

j. Clused Circuit Television (CCTV) ,

k. Liquid Crystal Display (LCD);
L televisi;
m. lemari arsip;
n, kursi;
o. meja;



p. tape recorder/sound system;
q, pengharum ruangan;
r. Alat Tulia Kantor;
s. perlengkapan kantor; dan
t instruinen perizinan.

(4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufe meliputi :
a. talk (tanda arah lokasi kantor),
b. papan narna kantor;
c. petunjuk/panduan pelayanati perizinan;
d. website^
e. papan identitas pelaksana/kaiyawan;
f. lay out kantor;
g. kotak saran;
h. leaflet, brosur, haliho perizinair, buku profil

investasi;
i. talk show.

(5| Fasilitaa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufd meliputi :

a. nornor atrian digital;
b. pojok anak,
c. mobil pelayanan keliling;
d. mobil dinas;
e. motor dinas.

Paaal 10

(1| Dukungan sumberdaya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 7 bumf c adalaii
Aparatur/pelaksana pelayanan periatriaii dan non
penzinan yang rnemiliki kompetensi di bidangnya.

{2] Aparatur/pelaksana pelayanan pcrizinan dan non
perizinan terdin-dari ;

a. petugaa customer service (CS),
b. pctugas front office (FO);
c. petugas prosea/ back office (BO);
d. petugas tinjau lapang;
e. petugas pengaduan, saran dan masukan;
t petugas mobile service;
g. petugas arsip.



(3) Petugas aebagalmana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai kompetensi sebagai berikut:
a. petugas customer service (OS),

1. jumlah pctugas minimal dua orang;
2. pcndidikan minimal aaijana atau sederajat,
3. mempunyai kemampuan veriffkaai dengan balk;
4. mempunyai kemampuan komunika&i dengan

baik;
5. menguasai komputer;
6 . berpenampilan rapi dan ramah

b. pctugas front o^^ice (FO);
1, jumlah pctugas minimal tiga orang;
2. pendidikan minimal 3LTA atau sedcrajat,
3. mempunyai kcmampuan vcrifikasi dengan balk,
4. mempunyai kemampuan kamunikasi dengan

hfl,ik;
5. menguasai komputer;
6. mampu mengoperasikan internet;
7. bcrptnanipilaTi rapi dan ramah.

c. petugas proses/ bock office (BO);
1. jumlah petugas minimal lima orang;
2. pendidikan minimal diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan balk;
4. menguasai komputer;
5. mempunyai kemampuan pengelolaan database;
6. mampu mengoperasikan internet;
7. bekerja keras.

d. petugas tinjau Lapang;
1. Jumlati petugas minimal tujuh orang;
2. pendidikan minimal sajjana atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan vendkasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan

bcik;
5. mempunyai kemampuan kepemimpinnn yang

baik;
6. mempunyai kemampuan menganalisa dan

menyelesaikan masalah dengan baik;
7. mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan

baik;
8. mempunyai kemampuan menggunakan

teknologi itifbrmaei komunikasi;



9. menguasai komputer,
10. mampu mengoperasikan internet;
1 1. bekeija keras.

e. petugas pengaduan;
1. jumlah petugas minimal dua orang;
2. pendidlkan minimal Saijana atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan komunikasi dengan

baik;
4. menguasai komputer;
5. mampu mengoperasikan internet;
6. mampu menganalisa dan merangkum masalah;
7. mampu berkoordinasi dengan baik.

f. petugas mobile service;
1. jumlah petugas minimal dua orang;
2. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan

baik;
5, menguasai komputer;
6. mampu mengoperasikan internet.

g. petugas arsip.
1 . jumlah petugas minimal dua orang;
2. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
3. menguasai komputer;
4. mampu mengoperasikan internet;
5. mempunyai kemampuan pengelelaan database.

BAB vil
MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

(1) Pelaksanaan atandar pelayanan perizinan dan non
periziiian oleh DPMPTSP mengacu pada maklumat
pelayanan.

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisikan :
a. pemyataan janji dan kesanggupan untuk

melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
Pelayanan;

b. pemyataan memberikan pelayanan sesuai dengan
kewajiban dan akar melakukan perbaikan secara
terus-menerus; dan



c. pemyataan kesediaan untuk menerima sanksi
dan/alaU inemberikan kompcnsasi apabila.
pelayanan yang diberikan tidsk sesual standar.

(3| Maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan pada
DPMFTSP, tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dori Peraturan
Bupati ink

bab vni
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 12

(1| Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan dilaksanakan dengan memanfaatkan dan
memaksiTnaJkan teknologi infonnasi dan/atau media
lain yang mudah diakses oleh masyaxakat dan dunia
usaha.

(21 Pemanfaaten teknologi informasi dan/atau media lain
sebagaimana dimfiksud pada ayat (1) berkaitan dengan
jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme, biaya
pelayanan, waktu yang dibutuhkan untuk proses
perizinan dan non perizinan, fata cara pengaduan, dan
informasi lainnya,

BAB IX
PENGADUAN, SARAN DAN MASbKAN

Pasal 13

(11 Pengaduan, aaran dan maaukan terkait pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah aatu
bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik.

(2| Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) dapat diaampaikan kepada
Bupati atau Kepala ÜRMFJBK

(3| Pengaduan, satan, dan masukan terhadap pdaksanaan
Standar Pelayanan Prizinan dan Non Perizinan
mengacu pada prinsip :
a. terkait iangsung dengan penggima. pelayanan

perizliiaii dan non perizinan;
b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan

perizinan dan non perizinan yang diberiken,

c. mengedepankan musyawarah, mufakat dan
keberagaman masyarakat.



Pasal 14

(1| Dalam rangka penanganan pengaduan, saran dan
masukan maka DPMPTSP menyediakan sarana yang
dapat digunakan oleh pcmohon dan/atau masyarakat

(2| Sarana pengaduan sebngaimana pada ayat
[ 1 ) berupa ;

a. kotak saran;
b. penysmpaicm sccara liaan melalui loket pengaduan

atau ruang pelayanan.
c teknoLogi informasi.

Pasal 15

(1| Kepala DPMPTSP wajib menindaldanjuti pengaduan,
saran dan masukan yang telah disampaikan pcmohon
atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

(2| Dalam hal substanai pengaduan, satan dan masukan
sebagairnana dimakaud pada ayat (2) diluar
kewenangan DPMPTSP maka diteruskan kepada pihak
yang berkönipeten dan diinformasikan kepada pihak
pengadu, pcrnbrri satan dan pemberi masukfin.

(3| Dalam menindaklajuti pengaduan, satan dan
masukan, Kepala DPMPTSP dapat berkoordinasi
dengan Tim Pembina dan Pengawas Terpadu atau OFU
teknis.

(4) Hasil tindaUanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diaampaikan kepada pihak yang menyampaikan
pengaduan, satan dan masukan serta masyarakat.

(5) Dalam hal pengaduan, satan dan masukan tidak
menyebut identitas atau anonim dan tidak ada nomor
kontak yang dapat dihubungi, maka pengaduan, wan
dan masukan tersebut dapat diabaikntL

BABX
PEMB1NAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN

Pasal 16

(1) Pembmaan dan pengawasan terhadap aün dan non izin
yang sudah diterhftkati menjadi tanggung jawab
DPMPTSP.



(2| Untuk melaksanakan pcmbuLaan dan pengawasan
aebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibentuk Tim
Pembina dan Pengawas terpadu dengan Keputusan
Bupati.

(3) Haait pembinaan dan pengawasan dari Tim Pembina
dan Pengawas Terpadu dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Laporan hasil pentbinaan dan pengawasan Tim
Pembina dan Pengawas terpadu disampaikan kepada
Bupati melahii Kepala DPMPTSP.

(5) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Tim
Pembina dan Pengawas Terpadu dapat dijadikan dasar
dakun pencabutan izin dan non izin yang telah
dikeLuarkan

BAB XI
EVALUASI DAN PENINJAUAN ULANG PENERAPAN

STANDAR PRLAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 17

(1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan
non penzinan maka dilakukan evaluasi penerapan
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan secara
berkala setiap 1 (satu) tahun.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali dan
menyempumakan Standar Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan.

Pasal 18

(1) Standar Felayanan Perizinan dan Non Penzinan yang
telah. dilakaanakan wajib dilakukan peninjauan ulang
setiap 3 (tiga) tahun.

(2) Peiaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan olch Tim Pcninjauan Ulang
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk melukukaxi
perubohan Satndar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada seat ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2015 tcntang
Standar Operational Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu dan Fenanaman Modal Kabupaten Pringsewu ( Berita
Daerah Tahun 2015 Nomar 44} dicabut dan dinyaiakan
tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai bcrloku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dupati ini dengan
penen^atannya. dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal a Asuahiij 2017

BUPATI PFTNGSEWU,

dto

SUJADI

EHundangkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Aenalna 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 N0M0R 29

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WAS



4. Kasi Sisten Pelayanan melakukan verifikasi
uLang, jika berkas lengkap diparaf dan
menyerahkan kepada Kabid Pelay&n&n Perizinan,

5. Kabid Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi
ulang, jika lengkap berkas diparaf dan
discrahkan kepada Kaai Pcnerbitan.

6. Kaai Penerbitan kemudian menyerahkan kepada
Boek Office untuk mencetak surat izin,

7. Bock Offline melakukan petnrosesan izin.
8. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi

Penerbitan, Kabid Pelayanan Perizinan dan
Sekretaris DPMPTSP.

9. Kepala. DPMPTSP menandatangani suiat izin.,
10, Penyerahan izin kepada pemohoia
11. Pengarsipan.

4 Jangat waktu
penyeleeaian

7 (tujuh) hari kerja, apablla persyarataii lengkap dan
benar.

5 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya.
6 Prodnk pelayanan DokumenPerpanjangan Izin MemperkerjakanTenaga

Kerja. Aaing.
7 Mas* berlaku izin Enum bnlan dan tidak dapat diperpanjang kembali.
8 Sarana, prasarana

dan/atari fasilitas
SeEuai standar pelayanan perizinan dan non
perizinarL

9 Kompeten»! pclak»ana Sesuai standar pclayacan perizinandan non
perizinarL

10 Pengawasan internal Dflakukan secara berjenjang dan tems menerus.
11 Penanganan

pengaduan, saran dan
masukan

Sesuai standar pelayanan perizinan dan non
perizinan.

12 Jumlah pelaksana 7 (tujuh) orang.
13 Jauunan pelayanan Scsuai maklumat pelayanan perizinan dan non

perizinan.
14 kramarurn

dan keseiamatan
pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan di
ruang/gedung yang mcmiliki tlngkat keamanan dan
kenyamen yang baik

15 Evaluasi kiaerja
pelaksana

1. Evaluasikineija pclaksana secara periodik
dilakukati sedikitnya 6 bulan sekah;

2. Hasil eveluaai digiinaken untuk nrcngukur
keberhasflan dan mengetahui hambatan yang
ditemnkan dalam pelaksanaan pelayanan serta
mrrumnakar langkati perdafkan

BUPATI PR1NGSEWU,

dto
SUJADI



LAMPIRAN n : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 2?
TANGGAL . o j^utF-buu 2017

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAW PINTU

KABUPATEN PRINGSEWU.

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN 3ANGGUP :

1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAFKAN;

2 MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJÏBAN DAN
AKAN MELAKUKAN PERDAIKAN SECARA TERUS-MENERU3;

3. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENER1MA SANKS1
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI
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